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PAKET KEBIJAKAN BELUM EFEKTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi paket kebijakan ekonomi I-XII belum efektif. Ketidakefektifan itu 

terbukti dari realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. 

Realisasi di sektor riil, tumpang tindih kebijakan, dan konsistensi regulasi menjadi 

penyebabnya. Hal tersebut mengemuka dalam komitmen dan persetujuan investasi 

melalui BKPM sebesar Rp 1.852 triliun atau tumbuh 45 persen secara tahunan (yoy). 

Namun, realisasi investasi hanya sebesar Rp 545,4 triliun atau tumbuh 17,8 persen 

(yoy). Hal itu menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti dari sisi kinerja investasi. 

Padahal, hampir semua paket kebijakan ekonomi tersebut bertujuan mendorong 

peningkatan investasi, terutama di sektor industri padat karya 

 

Hashtag Berita : 

#PaketKebijakanEkonomiNasional #StabilitasEkonomiIndoesia #DayaBeliMasyarakat 

#PertumbuhanEkonomiNasional #KementerianKoordinatorPerekonomian #Investasi 

#KesejahteraanMasyarakat #BadanKoordinasiPenanamanModal 
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Pemerintah melalui Bank Indonesia melihat stabilitas sistem keuangan Indonesia pada 

triwulan I-2016 masih terjaga. Namun, pasar keuangan di sektor korporasi dan 

konsumsi rumah tangga masih tertekan sehingga perlu diperhatikan. Kemudian 

Gubernur Bank Indonesia mengatakan dalam mitigasi risiko sistemis guna menjaga 

stabilitas sistem keuangan dan mendorong intermediasi perbankan di tengah 

tantangan global dan domestik. Namun, sektor rumah tangga masih menunjukkan tren 

melambat dan Konsumsi rumah tangga masih lemah kendati optimistis terhadap 

lapangan pekerjaan yang terbuka, Selain itu Sektor korporasi juga melambat. 

Permintaan kredit sektor ini masih lemah dan rasio kredit bermasalah (NPL) 

meningkat. Hal ini sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat dan 

permintaan global 
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Dalam memperkaya varian instrumen keuangan oleh pelaku pasar, khususnya 

perbankan, Bank Indonesia (BI) tengah menyusun regulasi yang diestimasi bakal terbit 

pada Agustus 2016 peraturan Bank Indonesia (PBI) itu merupakan regulasi yang sudah 

lama perlu diwujudkan demi mengelola pasar uang, pasar rupiah, dan valuta asing. 

Nantinya, perbankan akan diminta menjadi pemain utama dan diperkenankan 

melakukan transaksi dengan bank sentral. “Regulasi ini akan meningkatkan 

manajemen risiko dalam bertransaksi, sekaligus menegaskan kewenangan BI dalam 

mengatur transaksi pasar uang dan pasar valuta asing Selain itu, dalam PBI tentang 

pasar uang tersebut sangat dimungkinkan ada instrumen-instrumen pasar yang 

dikeluarkan korporasi nonbank 
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DUNIA USAHA LOKOMOTIF 

PEMBANGUNAN EKONOMI 

 
Dunia usaha diibaratkan sebagai 
lokomotif yang membawa 
gerbong ekonomi pemerintahan. 
Karena itu, dunia usaha 
semestinya mampu 
mengakselerasi proses 
pembangunan negara dan dunia 
usaha mesti terus bergerak 
untuk memajukan 
perekonomian negara. Sebab, 
awal pemerintahan Presiden 
Joko Widodo dan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla dimulai dengan 
defisit transaksi berjalan yang 
tinggi sehingga menyebabkan 
defisit APBN 
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#PaketKebijakanEkonomiNasional 


